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ABSTRAK

Penyelesaian kredit macet tahap awal sebelum terjadinya eksekusi
biasanya dilakukan melalui negosiasi antara kreditur dengan debitur untuk
menghasilkan hasil yang terbaik, tetapi apabila hasil negosiasi
memperoleh hasil kebuntuan, maka upaya terakhir yang dilakukan melalui
litigasi, hal ini merupakan proses dalam mengeksekusi atau menjual
barang yang dijadikan jaminan utang melalui penjualan lelang. Penjualan
lelang ini dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), bagi bank-bank swasta dapat
melakukan parate eksekusi dengan jasa Balai Lelang Swasta. hak
pemegang Hak Tanggungan untuk dapat melakukan parate eksekusi
adalah hak yang diberikan oleh Pasal 6 UUHT. Dengan kata lain,
diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, hak itu demi hukum dipunyai oleh
pemegang Hak Tanggungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) peranan balai
lelang swasta terhadap pelaksanaan lelang objek hak tanggungan. 2) Apa
saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang Objek Hak
Tanggungan melalui balai lelang swasta.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris
dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder.
Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penetitian lapangan
dengan menggunakan wawancara dan quesioner. Sedangkan data
sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis yang
kemudian ditarik kesimpulan.

Kata kunci : Peranan Balai, Objek Hak Tanggungan.



ABSTRACT

A repreship of early stage before the occurred execution usually is
performed throuugh negotiation between creditors with debitors in order to
generate the best result, however, if the negotiation result has obtained
the logjam result, so the last effort is done through litigation, it is a process
in executing or selling object is made as debt guarantee via auction sales.
This auction sale can be done through District Court, State and Auction
Property Service (KPKNL), for Private Atuction Banks may take an
execution parate with the service of Private Auction Office. The holder of
Bail Right to make execution parate is the given right by Section 6 UUHT.
In other words, it is dealt or not dealt, the right for the shake of legal
possessed by the Bail Right holder.

The research purpose is to know : 1) the role of private auction office
toward the execution of object auction of bail right, 2) what any obstacles
are faced within the execution of object auction of bail right through private
auction office.

The research uses an empirical juridical approach method by data
collecting techniqgue by means of both primary and secondary data. To
accumulate primary data the field research have to be performed by using
interview and questionnaire. While, secondary data is obtainet by studying
the primary and secondary legal matters and those are analyzed by using
gualitative analysis technique and also those are interpreted logically and
systematically and the conclusion in drawn.

Keywords :
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tak lepas dari kebutuhan
yang bermacam-macam dan tidak terbatas. Untuk memenuhi
kebutuhan tersebut, manusia harus berusaha dengan cara bekerja
atau dengan menjalankan usaha. Dalam menjalankan usahanya,
sektor swasta baik perorangan maupun badan hukum banyak
mengalami kendala, antara lain berupa kekurangan modal usaha yang
berakibat proses dalam menjalankan usaha menjadi terganggu. Tanpa
modal yang cukup, sulit kiranya dapat dijalankan dan dikembangkan
usaha tersebut. Upaya untuk memenuhi kebutuhan modal usaha
tersebut, dapat dilakukan melalui jasa perbankan maupun lembaga
keuangan lainnya melalui pembiayaan perkreditan.

Perkreditan merupakan salah satu upaya bank dalam
memperoleh pemasukan melalui bunga yang diterapkan masing-
masing bank-bank swasta maupun pemerintah dalam menentukan
sendiri prosedur dan syarat pemberian kredit yang harus dipenuhi oleh
calon nasabah (debitur). Kegiatan perkreditan ini meliputi semua aspek
ekonomi, baik di bidang produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan,

investasi maupun bidang jasa dalam bentuk uang tunai, barang dan



jasa. Dengan demikian, kegiatan perkreditan dapat dilakukan antar
individu, individu dengan badan usaha atau antar badan usaha.

Pemberian kredit, kepercayaan dari bank sebagai kreditur
terhadap nasabah peminjam sebagai debitur adalah merupakan faktor
yang penting. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala
ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit dari bank oleh
debitur, antara lain : jelasnya peruntukan kredit, adanya jaminan atau
agunan dan lain-lain. Makna kepercayaan tersebut, adalah adanya
keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan
sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu sesuai
kesepakatan.! Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus
melakukan penilaian kepada debitur dengan seksama terhadap
character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral
(jaminan) dan condition of economic (prospek usaha dari debitur) dan
ditambah dengan personality (kepribadian), purpose (tujuan), prospect
(prospek), dan payment (pembayaran utang).?

Perkreditan diawali dengan pembuatan kesepakatan antara
nasabah (debitur) dan bank (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian kredit. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para
pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala hak dan

kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur.

! Atik Indriyani, Hukum Jaminan Benda-benda Selain Tanah Sebagai Jaminan
Kredit, (Jakarta : PT. Semesta Asa Bersama, 2008), hal. 11.

% | Made Soewandi, Kewenangan Balai Lelang Dalam Kredit Macet, (Yogyakarta
: Yayasan Gloria, 2005), hal.11-12.



Perkreditan atau peminjaman uang, terdapat dua jenis perikatan
ditinjau dari segi pemenuhan pembayaran kembali uang yang dipinjam.
Pertama, transaksi kredit tanpa jaminan atau unsecured transaction.
Kedua, transaksi kredit yang dilindungi jaminan atau secured
transaction.® Dalam praktek, transaksi kredit tanpa jaminan biasanya
diberikan kepada debitur yang jumlah nominalnya pinjamannya kurang
dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), di sini bank harus
memperhatikan faktor penting, yaitu keyakinan akan kemampuan
debitur untuk melunasi utangnya yang diperjanjikan. Transaksi kredit
yang dilindungi dengan jaminan biasanya diberikan dalam pemberian
kredit melebihi jumlah nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah). Hal ini tentu berkaitan dengan risiko yang mungkin saja terjadi
apabila terdapat kegagalan dalam pelunasan utang oleh debitur.
Untuk mengurangi risiko tersebut, bank tidak cukup hanya melihat dari
kemampuan debitur dalam pelunasan piutangnya, tetapi diperlukan
jaminan untuk mengamankan kepentingan kreditur apabila debitur
cidera janji, maka diperlukan jaminan berupa jaminan pokok dan
jaminan tambahan, meskipun bank tidak wajib meminta jaminan
tambahan.* Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit

tersebut adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang

® M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal.179.

“Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan
Daerah”, (On-line), tersedia di: http://www.indoskripsi/hukumperdata.htm, (17 Juni 2009).




berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon.> Sesuatu yang
dimaksud di sini adalah proyek atau prospek usaha yang dibiayai
dengan kredit yang dimohon. Sementara itu, yang dimaksud benda di
sini adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang
dimohon.® Jenis jaminan tambahan yang dimaksud adalah jaminan
yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon.
Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda
milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga
untuk memenuhi kewajiban debitur.” Benda milik debitur yang
dijaminkan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak
bergerak, yang meliputi gadai, hipotik, fidusia, resi gudang dan hak
tanggungan.

Kehidupan perekonomian yang stabil dan menanjak para debitur
selalu mampu menunaikan penyelesaian pembayaran kreditnya
kepada pihak kreditur, tetapi lain halnya dalam keadaan kelesuan
dunia perekonomian, seperti yang terjadi pada masa sekarang ini,
timbul gejala bahwa pihak debitur tidak sanggup membayar hutangnya,
hal ini dapat dikategorikan sebagai kredit macet. Debitur yang tidak
dapat memenuhi prestasi secara sukarela, maka kreditur mempunyai
hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya, yaitu terhadap harta
kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Penyelesaian kredit

macet diharapkan dapat lebih terfokus dan terarah, sehingga

® Loc. Cit
®|bid.
"Ibid.



pencapaian hasil dapat optimal. Penyelesaian kredit macet tahap awal
sebelum terjadinya eksekusi biasanya dilakukan melalui negosiasi
antara kreditur dengan debitur untuk menghasilkan hasil yang terbaik,
tetapi apabila hasil negosiasi memperoleh hasil kebuntuan, maka
upaya terakhir yang dilakukan melalui litigasi, hal ini merupakan proses
dalam mengeksekusi atau menjual barang yang dijadikan jaminan
utang melalui penjualan lelang. Penjualan lelang ini dapat dilakukan
melalui Pengadilan Negeri, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara (KP2LN) dan Balai Lelang, bagi bank-bank swasta dapat
melakukan parate eksekusi melalui Balai Lelang Swasta.®

Parate eksekusi juga dimungkinkan dalam hal hipotik. Namun,
ada perbedaan antara parate eksekusi dari hak tanggungan dan parate
eksekusi dari hipotik. Pemegang Hipotik hanya mempunyai hak untuk
melakukan parate eksekusi apabila sebelumnya telah diperjanjikan hal
yang demilkian itu dalam akta pemberian hipotiknya. Sedangkan dalam
Hak Tanggungan, hak pemegang Hak Tanggungan untuk dapat
melakukan parate eksekusi adalah hak yang diberikan oleh Pasal 6
UUHT. Dengan kata lain, diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, hak itu
demi hukum dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan®. Istilah Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) telah diubah menjadi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) istilah

tersebut berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan

® | Made Soewandi, Op.Cit., hal.19-20.
° Sjahdeni,Remy,ST, Hak Tanggunan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok
dan Masalah yang Dihadapi Perbankan, (Bandung : Alumni,1999), hal.47.



Nomor 40/PMK.06/2007. Berbeda dengan Pengadilan Negeri dan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pelayanan
Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang dilahirkan berdasarkan
Undang-Undang. Lahirnya balai lelang swasta bukanlah didasarkan
pada Undang-Undang, sehingga dalam melaksanakan
kewenangannya untuk melaksanakan penjualan lelang timbul
penafsiran yang berbeda-beda dan pelaksanaan dalam kredit macet
melalui balai lelang sering mengalami kendala.'® Balai Lelang lahir
melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996 yo
Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai lelang dan terakhir melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai
Lelang.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005
menyatakan "Balai Lelang merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang
didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan
asing, atau patungan BUMN/BUMD dengan swasta nasional/asing
yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Balai Lelang”.
Dalam menjalankan usahanya sesuai dalam Pasal 11 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 “Balai Lelang dapat
memberikan jasa pralelang dan/atau untuk lelang yang
diselenggarakan KP2LN atau KPKNL meliputi jenis lelang :

1. Non Eksekusi Waijib;

1| Made Soewandi, Op.Cit., hal.19-20.



2. Eksekusi, termasuk atas barang yang dikuasai Negara.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian tersebut di
atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
memilih judul : “Peranan Balai Lelang Swasta Terhadap

Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan”.

. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan dengan pokok
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana peranan balai lelang swasta terhadap pelaksanaan
lelang objek hak tanggungan ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang Objek

Hak Tanggungan melalui balai lelang swasta ?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui peranan balai lelang swasta terhadap
pelaksanaan lelang objek hak tanggungan;
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

lelang melalui balai lelang swasta.



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat
teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam
bidang jaminan kredit dan lelang yang dilakukan balai lelang
terhadap jaminan, sehingga memberikan pemahaman lebih tentang
kewenagan daripada balai lelang swasta.

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat

pada masyarakat umum, khususnya pada pihak perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Pinjam-meminjam antara bank dengan nasabahnya diawali
dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang
meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
utang-piutang. Perjanjian hutang-piutang dapat dibuat dengan akta di
bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris. Perjanjian
utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian
kredit, dimana dalam perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari
debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para
pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya

dengan baik, namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya



salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah
disepakati bersama.

Rumusan tentang perjanjian kredit tidak diatur menurut Undang-
Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), tetapi pengertian perjanjian kredit tersirat dalam Pasal
1754 KUHPerdata mengenai perjanjian pinjam meminjam, yaitu :

"Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama
dari macam dan keadaan yang sama pula.”**

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko.
Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan
dalam pelunasan kredit, untuk menjamin kembali pengembalian
prestasinya maka kreditur dapat meminta adanya jaminan kebendaan
yang objeknya adalah benda milik debitur perorangan maupun badan
hukum lainya. Benda milik debitur yang dijaminkan dapat berupa
benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang meliputi gadai,
hipotik, fidusia, resi gudang dan hak tanggungan.

Tanah sebagai agunan dari debitur kepada kreditur, adanya
lembaga jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas
tanah yang disebut dengan hak tanggungan sebagai pengganti dari

hipotik dan credietverband. Hak tanggungan atas tanah beserta

benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut

' R. Subekti, Aneka Perjanjian Kredit, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995),
hal.125.



dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada
hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, berikut atau tidak
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur-kreditur lain.

Hak Tanggungan dalam pelaksanaannya harus melalui banyak
prosedur hukum vyang dilakukan, misalnya dalam hal peralihan
pembebanan hak atas tanah yang semula di tangan debitur, untuk
kemudian dialihkan ke tangan kreditur sebagai akibat wanprestasinya
debitur. Prosedur hukum ini mengambil peranan penting dari seorang
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), yaitu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah,
dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian,
maka PPAT membuat suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT). Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah akta PPAT
yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditur tertentu
sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya. Dengan demikian,
APHT berfungsi sebagai bukti tentang pemberian hak tanggungan

yang berkedudukan sebagai dokumen perjanjian kedua melengkapi



dokumen perjanjian kredit (perjanjian pokok). Untuk memenuhi
persyaratan lahirnya hak tanggungan, maka APHT tersebut wajib
didaftarkan ke kantor pertanahan oleh PPAT sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-Undang. Setelah didaftarkan dan dilakukan
pemeriksaan di kantor pertanahan, maka terbitlah Sertifikat Hak
Tanggungan yang berfungsi sebagai bukti lahirnya hak tanggungan
yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Debitur yang cidera janji dan tidak sanggup membayar
hutangnya hingga jatuh tempo, maka kreditur mempunyai hak untuk
menuntut pemenuhan piutangnya dengan melakukan eksekusi
terhadap barang yang dijaminkan oleh debitur. Undang-Undang Hak
Tanggungan menyediakan upaya hukumnya dalam melaksanakan
parate eksekusi. Permasalahan mengenai debitur yang cidera janji
diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah, yang menyatakan :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan

mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas

kekuasan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut”.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah mengatur dua sistem pelaksanaan pemenuhan

pelunasan utang yang diikat dalam perjanjian hak tanggungan, yaitu:

1. Eksekusi objek hak tanggungan.



Ketentuan ini merupakan prinsip pokok yang diatur Pasal 20
jo. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan demikian,
apabila debitur cedera janji, pemenuhan pembayaran hutang:

a. Melalui parate eksekusi biasa berdasarkan Pasal 224 HIR dan
Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
meminta fiat eksekusi kepada ketua PN, berdasarkan
permintaan itu, Ketua PN melaksanakan penjualan lelang.

b. Melalui penjualan lelang atas kekuasaan sendiri berdasarkan
penjelasan Pasal 6, apabila dalam APHT, pemberi Hak
Tanggungan berjanji bahwa pemegang Hak Tanggungan
berhak menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri,
penjualan lelang dapat dilakukan tanpa campur tangan
pengadilan, pemegang Hak Tanggungan dapat langsung
meminta pelaksanaan penjualan kepada kantor lelang/pejabat
lelang®®. Dalam pelaksanaan penjualan yang dilakukan oleh
pejabat lelang dapat dilakukan oleh balai lelang sebagaimana
telah  diatur dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan
40/PMK.07/2006 tentang Balai Lelang. Namun demikian,
sesuai lelangnya harus dilaksanakan dihadapan pejabat lelang

dari Kantor Lelang Negara (KLN).

2 M.Yahya Harahap., Op.Cit., hal.199.



F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu
dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pelaksanaan
yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan
yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan®®.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara
memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah
pemeriksanaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu
gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode
penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara
untuk memcahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan
penelitian.’* Sebagai upaya untuk tercapainya tujuan dari pada
penelitian ini, maka metode penelitian yang peneliti gunakan, yaitu :

1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas
masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.
Pendekatan yuridis, digunakan untuk menganalisis berbagai

peraturan perundang-undangan terkait dengan peranan Balai

'3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Ul Press, 1986),
hal. 43.

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, (Jakarta : Ul Press, 1986), him. 6.



Lelang Swasta terhadap pelaksanaan lelang hak tanggungan.
Sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisa
hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam
kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan
dalam aspek kemasyarakatan. Dengan demikian pendekatan
yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang
berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat
dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di
masyarakat.™
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa
penelitian deskriktif analitis. Deskriktif dalam arti bahwa dalam
penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan
melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai
segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang
khususnya lelang objek hak tanggungan melalui balai lelang swasta.
Sedangkan analitis adalah mengandung makna mengelompokkan,
menghubungkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori
maupun dari segi praktik yang kemudian akan dianalisis guna
memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang
masalah-masalah yang diteliti. Jadi penelitian deskriptif analitis

adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran

!5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), him. 14.



mengenai keadaan, dengan cara memaparkan data yang diperoleh
sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis dan menyusun
beberapa kesimpulan.
. Sumber dan Jenis Data
Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu
penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder.
Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
narasumber dan responden melalui teknik wawancara langsung
kepada obyek-obyek yang erat hubungannya dengan
permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari sumber-
sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan,
baik berupa peraturan perundang-undangan, definisi dari para
ahli hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian sebagai
landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder

diperlukan untuk melengkapi data primer.



4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah kerja Balai Lelang Swasta
yang berkantor pusat di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta . jumlah
balai lelang swasta yang ber operasi di Daerah Khusus Ibu kota
Jakarta yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) kantor balai lelang
swasta, Karena banyaknya kantor balai lelang swasta yang
beroperasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dalam
penelitian ini dilakukan dengan sampel lokasi yang dipilih secara
purposive non random sampling, yaitu wilayah Jakarta Pusat.

5. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terlibat

dalam pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yaitu meliputi :
a. Pejabat Balai Lelang Swasta, dan;
b. Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.;

Narasumber sekaligus sebagai responden yaitu : tiga Balai
Lelang Swasta yang dipilih secara non radom sampling, yaitu cara
pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai
kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel dari tiga 24
(dua puluh empat) Kantor Balai Lelang Swasta. Sedangkan yang
menjadi obyek permasalahan dalam penulisan ini adalah : peranan
Kantor Balai Lelang Swasta terhadap pelaksanaan lelang objek
Hak Tanggungan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

lelang melalui Balai Lelang Swasta.



5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum maka
yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau
terhadap masyarakat.®

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data
sekunder, yaitu :

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
masyarakat melalui pengamatan, wawancara. terhadap pihak
balai lelang swasta. Di mana pertanyaan-pertanyaan yang
akan diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai
pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan
juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi
dan kondisi saat berlangsung wawancara.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi
dan mendukung data primer . Data sekunder dapat diperoleh
melalui dari bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-
Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya,
yaitu :

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

'8 |bid., hal. 52.



2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan;

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang
Berkaitan dengan Tanabh;

4) Keputusan Menteri Keuangan 40/PMK.07/2006 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisi
dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, normatif
yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang
ada sebagai norma hukum positif, kemudian data dari hasil
penelitian lapangan di inventarisasi dan disusun secara sistematis
untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dalam penarikan
kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika melainkan tetap
dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya analisis data
yang memberi pemaparan gambaran mengenai permasalahan

yang diteliti dalam bentuk uraian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka
penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan

sistematis sebagai berikut :



BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan

metode penelitian serta sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang
merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis
gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain
tinjauan umum tentang perjanjian kredit, hak tanggungan,

dan juga tinjauan umum tentang lelang.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian, yaitu peranan balai
lelang swasta terhadap pelaksanaan lelang obyek hak
tanggungan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam
proses penjualan objek hak tanggungan melalui balai

lelang.

: PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan
pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan,
serta saran dari penulis berkaitan dengan perlindungan
hukum terhadap pelaksanaan lelang melalui balai lelang

swasta.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1. Definisi Perjanjian Kredit

Kredit merupakan istilah sudah biasa dipakai dalam kehidupan
sehari-hari, terutama dalam bidang perbankan, yang setiap orang
pada umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang
dimaksud. Tapi secara ilmiah, pengertian dari kredit masih sangat
beragam. Perkataan “kredit” berasal dari bahasa Romawi “credere”
yang berarti kepercayaan Kepercayaan merupakan unsur penting
dalam memperoleh kredit artinya seseorang yang memperoleh
kredit dari bank berarti “orang” tersebut dipercaya oleh bank selaku
kreditor.*’

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, dirumuskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.*®

7 Atik Indriyani, Op.Cit.,hal. 11.
'8 Ibid.



Dari pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa prestasi yang
wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya
tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan
bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal, dalam bentuknya perjanjian itu berupa
suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.*®

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lainnya atau lebih. Pengertian dari perjanjian kredit
sendiri tidak diatur menurut Undang-Undang Perbankan dan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata), tetapi pengertian
perjanjian kredit tersirat dalam Pasal 1754 KUHPerdata mengenai
perjanjian pinjam meminjam yaitu:

"Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah

yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”®

Bank (kreditor) memiliki hubungan hukum dengan nasabah

(debitor) dituangkan dalam suatu perjanjian kredit, yang merupakan

perjanjian konsensuil obligatoir. Perjanjian konsensuil ini lahir dari

19 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : PT. Internusa, 1979), hal.1.
2% Subekti, Op.Cit., hal.125.



kesepakatan. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok
sedangkan perjanjian jaminan bersifat accessoir yang mengikuti
perjanjian pokoknya. Sehingga perjanjian kredit mempunyai fungsi
yaitu :
a. Sebagai perjanjian pokok;
b. Sebagai alat bukti mengenai batasan hak antara kreditur dan
debitur;

c. Sebagai alat monitoring/pengawasan kredit.

2. Sifat-sifat umum perjanjian kredit*
a. Merupakan perjanjian pendahuluan
Sebelum uang atau objek dari perjanjian diserahkan,
terlebih dahulu harus ada persesuaian kehendak antara
pemberi dan penerima kredit yang disepakati dalam suatu
perjanjian kredit, Jadi perjanjian kredit merupakan perjanjian
pendahuluan sebelum diberikannya objek atau uang.
b. Merupakan perjanjian bernama
Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan. Kalau dia diatur dalam Perundang-
undangan disebut dengan perjanjian bernama, maka

sebaliknya.

2 Tinjauan Umum Kredit, (On-line), tersedia di: http://pumkienz.multiply.

com/reviews/item (14 Juli 2009).




c. Merupakan perjanjian standar
Di mana bentuk dan isi dari perjanjian tersebut telah
ditetapkan terlebih dahulu, sehingga pihak lawan dalam
perjanjian hanya diminta untuk menyetujui apa-apa saja yang

tercantum dalam perjanjian kredit tersebut.

3. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit
Berdasarkan pengertian kredit yang telah ditetapkan oleh
Undang-Undang, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan
sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur
berikut:*
a. Adanya penyediaan wuang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank
adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian
sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit
atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan
dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan, misalnya
berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan

fasilitas dana untuk pembukaan letter of credit (LC).

2 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit, (Jakarta: PT.

Rajawali, 2007), hal. 76-78.



b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dengan pihak lain
Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan
atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan
pihak debitor yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit.
c. Adanya kewajiban melunasi utang
Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam.
Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pemberian kredit oleh bank kepada debitor adalah suatu
pinjaman uang, dan debitor wajib melakukan pembayaran
pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah
disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan
perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan
suatu bantuan dana bank yang diberikan secara cuma-cuma.
Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali
oleh debitor.
d. Adanya jangka waktu tertentu
Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu.
Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang
dibuat bank dengan debitor. Jangka waktu yang ditetapkan

merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan



e.

dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya
kredit.

Berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan atas
pemberian kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan atas
kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai
jangka waktu satu tahun atau di bawah satu tahun. Kredit
jangka menengah adalah kredit yang mempunyai jangka waktu
di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan kredit
jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu di
atas 3 (tiga) tahun. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan
berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank
dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta
kemampuan membayar dari calon debitor setelah dinilai
kelayakannya. Berdasarkan pengertian kredit tentang jangka
waktu tertentu tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu
kredit harus ditetapkan secara tegas karena menyangkut hak
dan kewajiban masing-masing pihak.

Adanya pemberian bunga kredit

Kedua belah pihak dalam perjanjian kredit leluasa untuk
berjanji bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan akan lebih
banyak dari jumlah semula, karena dalam hal ini ada bunga

kredit. Pasal 1765 KUHPerdata memperkenankan adanya



perjanjian pembayaran bunga secara tegas dicantumkan dalam
perjanjian kreditnya, dan hal ini memang terjadi dalam praktek
perbankan.? Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk
pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank
menetapkan suku bunga atas uang yang diberikannya. Suku
bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan
disetujui bank kepada debitor. Namun, sering pula disebut
sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitor.
Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam
perjanjian kredit dilakukan pembayarannya oleh debitor, akan
merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi
bank.

Kredit memiliki unsur yaitu dua pihak yakni kreditor dan
debitor, terdapat kepercayaan antara kreditor dan debitor karena
kredit diberikan atas dasar kepercayaan, terdapat persetujuan
diantara kedua belah pihak dimana pihak kreditor memberikan
sejumlah pinjaman dan pihak debitor berjanji membayar dimana
janji tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis ataupun berupa
instrumen (credit instrument), terdapat penyerahan barang, jasa,
atau uang dari kreditor kepada debitor, terdapat unsur waktu (time
element), terdapat unsur resiko (degree of risk), terdapat unsur

bunga sebagai kompensasi kepada kreditor.
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Kredit yang disetujui dan disepakati permohonannya wajib
dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, yang isinya
sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat

melindungi kepentingan bank;

b. Memuat jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga, jaminan
kredit, biaya administrasi dan tata cara pembayaran kembali
kredit serta persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana
ditetapkan dalam persetujuan kredit.

Perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk akta notaris atau
akta di bawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat dengan
bentuk perjanjian baku. Dalam hal perjanjian kredit dibuat dengan
akta notaris maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada
model perjanjian kredit dari bank tersebut. Perjanjian kredit yang
dibuat secara tertulis oleh debitur dan kreditur, maka dalam
pembuatannya tentu mengacu kepada hukum perjanjian yang diatur
dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1313 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana satu
orang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.?*
Sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata adalah :
a. Sepakat

Kedua belah pihak setuju mengenai hal-hal pokok dalam
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perjanjian. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
1321 KUHPerdata, yaitu tiada sepakat yang sah apabila
sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau 